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SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK : - Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Susunan
Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah merupakan
dokumen resmi yang menetapkan komposisi alat
kelengkapan DPRD yang bertugas merencanakan dan
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPRD secara
menyeluruh. Badan Musyawarah (Bamus) memiliki peran
strategis dalam menentukan jadwal dan agenda kegiatan
DPRD, menyusun skala prioritas pembahasan, serta
memastikan kelancaran fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



CATATAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum; Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6197); Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.2.1.4-4316 Tahun 2024 Tanggal 18 Oktober
2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Susunan
Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah
mencerminkan komitmen lembaga legislatif dalam
menciptakan tata kelola organisasi yang terencana,
terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan struktur yang jelas dan representatif, Badan
Musyawarah diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja
DPRD sebagai lembaga yang responsif dan akuntabel
terhadap kebutuhan masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2024
dan menjadi pedoman bagi pimpinan dan anggota DPRD
Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai dengan peraturan yang telah disusun



